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ABSTRAK 

Jasa Konstruksi merupakan salah satu kegiatan 
bidang ekonomi dengan peranan penting dalam 
pencapaian berbagai sasaran guna menunjang 
terwujudnya tujuan Pembagunan Nasional, 
agar mampu mengembangkan peran dalam 
Pembagunan Nasional melalui peningkatan 
keandalan,  yang di dukung oleh struktur usaha 
kokoh juga mampu mewujudkan hasil 
pekerjaan konstruksi berkualitas. Pemerintah 
menerbitkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 
1999 tentang Jasa Kosntruksi yang mengatur 
tentang mekanisme pelaksanaan Usaha dari 
Penyedia Jasa, dimana Penyedia Jasa 
bertanggung jawab terhadap standar konstruksi 
bangunan, standar mutu hasil pekerjaan, 
standar mutu bahan dan atau komponen 
bangunan, dan standar mutu peralatan, serta 
memenuhi tanggung jawabnya sesuai dengan 
kontrak kerja dan menanggung semua risiko 
atas ketidakbenaran permintaan, ketetapan 
yang dimintanya/ditetapkannya yang tertuang 
dalam kontrak kerja. Sedangkan terhadap 
Penyedia Jasa yang tidak melaksanakan 
tanggung jawabnya Undang-Undang 
memberikan beberapa Jenis Sanksi berupa 
Sanksi Admnsitratif berupa peringatan tertulis, 
penghentian sementara pekerjaan konstruksi, 
pembatasan kegiatan usaha dan/atau profesi, 
larangan sementara penggunaan hasil 
pekerjaan konstruksi, pembekuan izin 
pelaksanaan pekerjaan konstruksi, pencabutan 
izin pelaksanaan pekerjaan konstruksi, juga 
sanksi Pidana karena Perencanaan Pekerjaan 
Konstruksi yang tidak memenuhi Ketentuan 
Keteknikan, dan melakukan Pelaksanaan 
Pekerjaan Konstruksi yang bertentangan atau 
tidak sesuai dengan Ketentuan Keteknikan yang 
telah ditetapkan dan mengakibatkan Kegagalan 
Pekerjaan Konstruksi atau Kegagalan Bangunan. 
Kata Kunci, Penyedia Jasa, Kontrak Kerja, Jasa 
Konstruksi 
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PENDAHULUAN 
Bukti kemajuan Pembangunan Hukum 

Nasional Indonesia pada era Reformasi 
dibidang Jasa Konstruksi dengan terbitnya 
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang 
Jasa Konstruksi, diundangkan pada 7 Mei 1999 
dan mulai berlaku satu tahun kemudian, yaitu 
pada 7 Mei 2000.3  Produk Pembangunan 
hukum nasional yang luar biasa karena 
subtansinya berkenaan dengan aspek Jasa 
Konstruksi dan diatur secara lengkap dan 
detail.4  Sifat luar biasa dari Undang-Undang 
Jasa Konstruksi karena mengatur Jasa 
Konstruksi Nasional yang mampu 
mengembangkan peran dalam Pembagunan 
Nasional melalui peningkatan Keandalan5 yang 
di dukung oleh struktur usaha kokoh dan 
mampu mewujudkan hasil pekerjaan konstruksi 
berkualitas. Keandalan tersebut tercermin 
dalam daya saing dan kemampuan 
menyelenggarakan pekerjaan konstruksi secara 
lebih efisien dan efektif, sedangkan struktur 
usaha yang kokoh tercermin dengan 
terwujudnya kemitraan  sinergis antar Penyedia 
Jasa, baik berskala besar, menengah, dan kecil 
maupun yang berkualitas umum, spesialis, dan 
terampil serta diwujudkan ketertiban 
penyelenggaraan Jasa Konstruksi untuk 
menjamin kesetaraan kedudukan antara 
Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa dalam hak 
dan kewajiban.6 

Beberapa ketentuan sebagai Peraturan 
Pelaksanaan dari Undang-Undang Republik 
Indonesia Nomor 18 Tahun 1999 Tentang Jasa 
Konstruksi, yaitu: 
1. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 

2000 tentang Usaha dan Peran Serta 
Masyarakat Jasa Konstruksi,   

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 
Nomor 4 Tahun 2010 tentang Perubahan 
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 
2000 Tentang Usaha Dan Peran Masyarakat 
Jasa Konstruksi dan,  

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 
Nomor 92 Tahun 2010 tentang Perubahan 

                                                           
3
Abdulkadir Muhammad. Hukum Perusahaan Indonesia. 

Cetakan Keempat Revisi. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung. 
2010. hal. 585-586.  
4
 Ibid 

5
 Pasal 3a Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang 

Jasa Konstruksi  
6
 Ibid. 
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Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 
Tahun 2000 tentang Usaha Dan Peran 
Masyarakat Jasa Konstruksi. 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 
2000 tentang Penyelenggaraan Jasa 
Konstruksi,  

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 
Nomor 59 Tahun 2010 tentang Perubahan 
atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 
2000 tentang Penyelenggaraan Jasa 
Konstruksi 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 
2000 tentang Penyelenggaraan Pembina 
Jasa Konstruksi.  
Menurut Hilebrant,7 Industri Jasa Konstruksi 

adalah industri yang mencakup semua pihak 
yang terkait dengan proses konstruksi termasuk 
tenaga profesi, pelaksana konstruksi dan juga 
para pemasok yang bersama-sama memenuhi 
kebutuhan pelaku dalam industri.  

Umumnya pangsa pasar pekerjaan 
konstruksi yang berteknologi tinggi belum 
sepenuhnya dapat dikuasai oleh usaha Jasa 
Konstruksi Nasional.8 disebabkan oleh dua 
faktor: 
a.  Faktor Internal, yakni: 

1) Pada umumnya jasa konstruksi nasional 
masih mempunyai kelemahan dalam 
manajemen, penguasaan teknologi, dan 
permodalan, serta keterbatasan tenaga 
ahli dan tenaga terampil; 

2) Struktur usaha jasa konstruksi nasional 
belum tertata secara utuh dan kokoh 
yang tercermin dalam kenyataan belum 
terwujudnya kemitraan yang sinergis 
antar penyedia jasa dalam berbagai 
klasifikasi dan/atau kualifikasi; 

b.  Faktor Eksternal, yakni; 
1) Kekurangsetaraan hubungan kerja antara 

pengguna jasa dan penyedia jasa;  
2) Belum mantapnya dukungan berbagai 

sektor secara langsung maupun tidak 
langsung yang mempengaruhi kinerja dan 
keandalan jasa konstruksi nasional, 
antara lain akses kepada permodalan, 
pengembangan profesi keahlian dan 

                                                           
7
 Hilebrant dalam Dipohusodo Istimawan, 1996, 

Manajemen Proyek dan konstruksi,    Jilid I, Kanisius, 
Yogyakarta, hal 36. 
8
 Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia 

Nomor 18 Tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi. 

profesi keterampilan, ketersediaan bahan 
dan komponen bangunan yang standar; 

3) Belum tertatanya pembinaan jasa 
konstruksi secara nasional, masih bersifat 
parsial dan sektoral. 

Munculnya Kasus Hukum pada proyek 
Konstruksi  karena adanya  penyimpangan 
terhadap Kontrak baik penyimpangan terhadap 
Volume, Kualitas maupun  Waktu Proyek.  
Kasus  Hukum tersebut akan mengkibatkan  
dampak  berupa sanksi hukum baik secara 
Administratif, Perdata maupun Pidana.  Agar 
Para Pihak yang terlibat dalam pengelolaan 
proyek konstruksi terhindar dari hal tersebut 
maka perlu memahami dengan jelas aspek 
Hukum,  Kwajiban, dan Hak dalam pelaksanan 
Proyek Konstruksi.  Undang-Undang Nomor 18 
Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi 
mengamanatkan  bahwa apabila terjadi 
‘kegagalan bangunan / konstruksi” maka semua 
pihak yang terlibat dapat diinvestigasi dan 
dimintai pertanggungjawaban  baik dari pihak 
pemilik/ owner, perencanan, pelaksana 
maupun konsultan.  

 
PEMBAHASAN 
A. Tanggung jawab Penyedia Jasa Kontruksi  

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 
tentang Jasa Konstruksi, mengatur mengenai 
Tanggung Jawab Profesional, sebagaimana 
dinyatakan dalam Pasal 11 : 
1. Badan Usaha sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 8 dan Orang Perseorangan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 harus 
Bertanggung Jawab terhadap hasil 
Pekerjaannya. 

2. Tanggung Jawab sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dilandasi Prinsip-prinsip 
keahlian sesuai dengan kaidah Keilmuan, 
Kepatutan, dan Kejujuran Intelektual dalam 
menjalankan Profesinya dengan tetap 
mengutamakan Kepentingan Umum. 

3. Untuk mewujudkan terpenuhinya tanggung 
jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dan ayat (2) dapat ditempuh melalui 
mekanisme Pertanggungan sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan 
yang berlaku9.  
Mekanisme pertanggungan dimaksud dapat 

dilakukan melalui antara lain sistem Asuransi. 

                                                           
9
 Undang-Undang Nomor 18 tahun 1999 tentang Jasa 

Konstruksi 
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Disamping itu untuk memenuhi 
Pertanggungjawaban kepada Pengguna Jasa, 
dikenakan sanksi Administratif yang 
menyangkut Profesi.  

Para pihak dalam pekerjaan konstruksi 
terdiri dari : 
a. pengguna jasa; 
b. penyedia jasa10. 

Pengguna Jasa dapat menunjuk Wakil untuk 
melaksanakan kepentingannya dalam 
pekerjaan konstruksi, dan harus memiliki 
kemampuan membayar biaya pekerjaan 
konstruksi yang didukung dengan dokumen 
pembuktian dari lembaga Perbankan dan/atau 
lembaga Keuangan bukan Bank. Bukti 
kemampuan membayar sebagaimana dimaksud 
dapat diwujudkan dalam bentuk lain yang 
disepakati dengan mempertimbangkan Lokasi, 
tingkat Kompleksitas, Besaran Biaya, dan/atau 
Fungsi Bangunan yang dituangkan dalam 
Perjanjian Tertulis antara Pengguna Jasa dan 
Penyedia Jasa.  Jika pengguna jasa adalah 
Pemerintah, maka Pembuktian Kemampuan 
untuk membayar diwujudkan dalam Dokumen 
tentang Ketersediaan Anggaran. 

Kata  Wakil, merupakan Orang Perseorangan 
atau Badan yang diberi Kuasa secara Hukum 
untuk bertindak mewakili kepentingan 
Pengguna Jasa secara penuh atau terbatas 
dalam hubungannya dengan Penyedia Jasa. 
Penunjukkan Wakil tidak melepaskan Tanggung 
Jawab Pengguna Jasa atas semua kewajiban 
dalam pekerjaan Konstruksi yang harus 
dipenuhi kepada Penyedia Jasa. Penyedia Jasa 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf 
(b) terdiri dari, Perencana Konstruksi, Pelaksana 
Konstruksi, Pengawas Konstruksi. 

Layanan Penyedia Jasa perencanaan, 
Pelaksanaan, dan Pengawasan dapat dilakukan 
secara Terintegrasi dengan memperhatikan 
besaran Pekerjaan atau Biaya, Penggunaan 
Teknologi Canggih, serta Risiko Besar bagi Para 
Pihak ataupun Kepentingan Umum dalam satu 
Pekerjaan Konstruksi. Penggabungan ketiga 
fungsi tersebut dikenal antara lain dalam model 
Penggabungan Perencanaan, Pengadaan, dan 
Pembangunan (engineering, procurement, and 
construction) serta model Penggabungan 
Perencanaan dan Pembangunan (design and 
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 Ibid 

build) dengan tetap menjamin terwujudnya 
Efisiensi.  

Berdasarkan pasal 18 Undang-Undang 
tentang Jasa Konstruksi mengamanatkan 
Kewajiban Pengguna Jasa dalam Pengikatan 
mencakup : 
1. Menerbitkan Dokumen tentang Pemilihan 

Penyedia Jasa yang memuat ketentuan-
ketentuan secara Lengkap, Jelas dan Benar 
serta dapat Dipahami; 

2. Menetapkan Penyedia Jasa secara Tertulis 
sebagai hasil pelaksanaan Pemilihan. 

3. Dalam Pengikatan, Penyedia Jasa wajib 
menyusun Dokumen Penawaran 
berdasarkan Prinsip Keahlian (yang 
dimaksud dengan “Prinsip Keahlian” dalam 
menyusun dokumen penawaran yaitu 
dengan mengindahkan prinsip 
Profesionalisme, Kesesuaian, dan 
Pemenuhan Ketentuan sebagaimana 
tersebut dalam Dokumen Pemilihan dan 
Dokumen tersebut dapat Dipertanggung 
Jawabkan) untuk disampaikan kepada 
Pengguna Jasa. 

4. Dokumen sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dan ayat (2) bersifat mengikat bagi 
kedua Pihak dan Salah Satu Pihak tidak 
dapat mengubah Dokumen tersebut secara 
Sepihak sampai dengan Penandatanganan 
kontrak Kerja Konstruksi. 

5. Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa harus 
menindaklanjuti penetapan tertulis 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 
b dengan suatu Kontrak Kerja Konstruksi 
untuk menjamin terpenuhinya hak dan 
kewajiban para pihak yang secara adil dan 
seimbang serta dilandasi dengan itikad baik 
dalam penyelenggaraan Pekerjaan 
Konstruksi.  

Demikian pula, Pasal 19 UU Jasa Konstruksi 
mengamanatkan,  jika Pengguna Jasa 
mengubah atau membatalkan penetapan 
tertulis, atau Penyedia Jasa mengundurkan diri 
setelah diterbitkannya penetapan tertulis 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) 
huruf b, dan hal tersebut terbukti menimbulkan 
kerugian bagi salah satu pihak, maka pihak yang 
mengubah atau membatalkan penetapan, atau 
mengundurkan diri wajib dikenai ganti rugi atau 
bisa dituntut secara hukum. 
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Pengguna Jasa juga dilarang memberikan 
pekerjaan kepada Penyedia Jasa yang Terafiliasi 
untuk mengerjakan satu pekerjaan Konstruksi 
pada lokasi dan dalam kurun waktu yang sama 
tanpa melalui Pelelangan Umum ataupun 
Pelelangan Terbatas11. Yang dimaksud dengan 
Perusahaan Terafiliasi adalah Perusahaan yang 
Saham Mayoritasnya dimiliki oleh satu 
Perusahaan Induk. Pemberian pekerjaan 
kepada Penyedia Jasa yang Terafiliasi dengan 
Pengguna Jasa tersebut dapat dibenarkan 
apabila Pemilihannya didasarkan pada proses 
Pelelangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
17 ayat (3) yang berbunyi : 

Keadaan Tertentu antara lain meliputi : 
1. Penanganan darurat untuk keamanan dan 

keselamatan masyarakat; 
2. Pekerjaan yang kompleks yang hanya dapat 

dilaksanakan oleh Penyedia Jasa yang sangat 
terbatas atau hanya dapat dilakukan oleh 
Pemegang Hak; 

3. Pekerjaan yang perlu Dirahasiakan, yang 
menyangkut Keamanan dan Keselamatan 
negara; 

4. pekerjaan yang Berskala Kecil. 
Ketika terjadi kegagalan bangunan, pasal 25 

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang 
Jasa Konstruksi menyatakan bahwa baik 
Pengguna Jasa maupun Penyedia Jasa masing-
masing harus bertanggung jawab. Khusus untuk 
Penyedia Jasa ditentukan terhitung sejak 
penyerahan akhir pekerjaan konstruksi dan 
paling lama 10 (sepuluh) tahun dan ditetapkan 
oleh pihak ketiga selaku penilai ahli. Penetapan 
kegagalan hasil pekerjaan konstruksi oleh pihak 
ketiga selaku penilai ahli dimaksudkan untuk 
menjaga objektivitas dalam penilaian dan 
penetapan suatu kegagalan hasil pekerjaan 
konstruksi. Penilai ahli terdiri dari orang 
perseorangan, atau kelompok orang atau 
lembaga yang disepakati para pihak, yang 
bersifat independen dan mampu memberikan 
penilaian secara obyektif dan profesional.  

Pasal 26 menetapkan : 
(1) Jika terjadi kegagalan bangunan yang 

disebabkan karena kesalahan perencana 
atau pengawas konstruksi, dan hal tersebut 
terbukti menimbulkan kerugian bagi pihak 
lain, maka perencana atau pengawas 
konstruksi wajib bertanggung jawab sesuai 

                                                           
11

 Pasal 20 Undang-Undang Nomor 18 Yahun 1999 tentang 
Jasa Konstruksi 

dengan bidang profesi dan dikenakan ganti 
rugi. 

(2) Jika terjadi kegagalan bangunan yang 
disebabkan karena kesalahan pelaksana 
konstruksi dan hal tersebut terbukti 
menimbulkan kerugian bagi pihak lain, 
maka pelaksana konstruksi wajib 
bertanggung jawab sesuai dengan bidang 
usaha dan dikenakan ganti rugi.  

Pelaksanaan ganti rugi dapat dilakukan 
melalui mekanisme pertanggungan yang 
pemberlakuannya disesuaikan dengan tingkat 
pengembangan sistem pertanggungan bagi 
perencana dan pengawas konstruksi. 
Pertanggungjawaban pelaksana konstruksi di 
bidang usaha dikenakan kepada pelaksana 
konstruksi maupun sub pelaksana konstruksi 
dalam bentuk sanksi administrasi sesuai tingkat 
kesalahan. Besaran ganti rugi yang menjadi 
tanggung jawab pelaksana konstruksi dalam hal 
terjadi kegagalan hasil pekerjaan konstruksi 
diperhitungkan dengan mempertimbangkan 
antara lain tingkat kegagalannya. Pelaksanaan 
ganti rugi dapat dilakukan melalui mekanisme 
pertanggungan yang pemberlakuannya 
disesuaikan dengan tingkat pengembangan 
sistem pertanggungan bagi pelaksana 
konstruksi. 

Penyebab timbulnya klaim menurut William 
J. Palmer, et al, dapat dikelompokkan menjadi 
lima kategori, yaitu : (1) penundaan (delay), (2) 
adanya gangguan (disruption), (3) kondisi-
kondisi yang diubah (changed conditions), dan 
(4) perubahan lingkup/cakupan (changes 
conditions), serta (5) penghentian 
(termination).12  
a. Penundaan (Delay), klaim penundaan terjadi 

akibat penyedia jasa belum memenuhi 
jadwal ditentukan. Penundaan dapat 
disebabkan oleh beberapa permasalahan, 
seperti keterlambatan gambar kerja, 
material tidak memenuhi spesifikasi, dan 
ketiadaan akses, serta pedoman 
pelaksanaan belum dimiliki. Penundaan 
menyebabkan timbulnya biaya-biaya 
tambahan yang terkait dengan waktu 
tambahan, seperti perpanjangan kontrak 
manajemen dan tambahan peralatan. 

                                                           
12

 Andi Asnudin. Klaim Jasa Konstruksi Kasus Propinsi 
Sulawesi Tengah. Jurnal SMARTek, Vol. 4, No. 2, Mei 2006. 
hal. 78.   
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Penundaan dapat mempengaruhi 
produktivitas tenaga kerja, ongkos material, 
dan sewa peralatan. 

b. Gangguan (Disruption), Klaim untuk 
gangguan muncul karena kontraktor tidak 
memiliki kemampuan untuk melaksanakan 
pekerjaan sesuai dengan kontrak dalam 
suatu cara yang terencana. Klaim jenis ini 
didasarkan pada produktivitas yang rendah 
menyebabkan biaya tenaga kerja lebih 
besar. Klaim ini sering dikaitkan dengan 
klaim penundaan. Situasi ini, muncul akibat 
pemilik (owner) meminta dengan tegas 
kepada kontraktor untuk melaksanakan 
pekerjaan sesuai dengan jadwal yang telah 
ditentukan dalam kontrak. 

c. Kondisi-Kondisi Berubah (Conditions 
Changes), Klaim ini biasanya terjadi ketika 
data-data atau informasi yang disiapkan oleh 
pemilik kepada kontraktor pelaksana tidak 
akurat. Sebagai contoh, pada pelaksanaan 
pondasi tiang pancang kontraktor 
mengalami kesulitan akibat data-data boring 
yang disiapkan oleh pemilik tidak sesuai 
dengan kondisi lapangan. Contoh lain adalah 
suatu situasi di mana permintaan perubahan 
menjadi sangat banyak yang memerlukan 
perencanaan kembali.13 

d. Perubahan Lingkup (Scope Changed), 
penambahan biaya dan waktu pelaksanaan 
akibat terjadinya perubahan dalam lingkup 
pekerjaan, klaim jenis ini sering terjadi. 
Sebagai contoh, setelah konstruksi dimulai, 
pemilik meminta untuk melakukan 
perubahan atau penambahan jenis 
pekerjaan yang tidak tercakup dalam 
kontrak kerja. Perubahan ini, akan 
berpengaruh terhadap biaya dan jadwal 
pelaksanaan, seperti perubahan desain, 
produktivitas pekerja, dan sewa peralatan. 

e. Penghentian (termination), klaim ini terjadi 
akibat kontrak diakhiri sebelum pekerjaan 
diselesaikan. Penghentian boleh terjadi 
untuk beberapa pertimbangan, seperti 
proyek dibangun tidak lagi diperlukan atau 
secara teknologi usang, pemilik proyek tidak 
mempunyai dana yang cukup untuk 
melanjutkan pembangunan, atau kerusakan 
lingkungan .14 

                                                           
13

 Ibid. 
14

 Ibid. hal. 79. 

Dengan demikian dapat diklasifikasikan 
penyebab klaim pada penyelenggaraan proyek 
konstruksi akibat dari (1) tindakan pemilik 
proyek, (2) tindakan pelaksana, dan (3) kondisi 
lingkungan proyek. 
a. Tindakan pemilik proyek (action project 

owner), seperti : (1) keterlambatan gambar 
dan instruksi (late drawing & instruction), (2) 
keterlambatan persetujuan dari pemilik 
proyek atau tenaga teknis (delay 
owner/engineer approval), dan (3) pengujian 
(test), serta (4) persyaratan material, (5) 
resiko pemilik proyek (project owner).  

b. Tindakan kontraktor (Action by nominated 
subcontractor) seperti : (1) Penilaian BQ 
(application of rates in BQ), (2) 
keterlambatan pelaksanaan pekerjaan 
(delays execution of works), dan (3) 
perselisihan mengenai kuantitas (disputes of 
quantity), serta (4) interpretasi dari 
spesifikasi, (5) metode pelaksanaan. 

c. Kondisi lingkungan proyek, seperti (1) 
kondisi cuaca yang buruk (adverse weather 
condition), (2) permasalahan dengan bea 
cukai , dan (3) permasalahan pada supplier, 
serta (4) foxil, antik, (5) izin pelaksanaan ( 
work permits) dan (6) masalah pungutan 
pemerintah setempat. 

d. Untuk mendapatkan besaran kompensasi 
optimum dari proses klaim yang dilakukan, 
maka dibutuhkan faktor-faktor pendukung 
klaim. Faktor-faktor pendukung klaim terdiri 
dari (1) latar belakang kejadian (historical 
background), (2) perjanjian kontrak 
(contractual argument) yang telah 
disepakati oleh kedua belah pihak, dan (3) 
data pendukung (supporting data), serta (4) 
analisis keuangan (financial analysis).15 

 
B. Sanksi Hukum terhadap Penyedia Jasa 

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 
tentang Jasa Konstruksi, mengatur mengenai 
sanksi hukum terhadap penyedia jasa 
konstruksi apabila tidak melaksanakan 
tanggungjawab dalam sesuai dengan kontrak 
kerja jasa kontruksi. Dalam Pasal 41 dinyatakan: 
Penyelenggara pekerjaan konstruksi dapat 
dikenai sanksi administratif dan/atau pidana 

                                                           
15

 Ibid. hal. 80. 
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atas pelanggaran Undang-undang ini, kemudian 
ditegaskan dalam pasal 42, sebagai berikut : 
(1) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 41 yang dapat dikenakan 
kepada penyedia jasa berupa: 
a. peringatan tertulis; 
b. penghentian sementara pekerjaan 

konstruksi; 
c. pembatasan kegiatan usaha dan/atau 

profesi; 
d. pembekuan izin usaha dan/atau 

profesi; 
e. pencabutan izin usaha dan/atau 

profesi. 
(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 41 yang dapat dikenakan 
kepada pengguna jasa berupa : 
a. peringatan tertulis; 
b. penghentian sementara pekerjaan 

konstruksi; 
c. pembatasan kegiatan usaha dan/atau 

profesi; 
d. larangan sementara penggunaan hasil 

pekerjaan konstruksi; 
e. pembekuan izin pelaksanaan pekerjaan 

konstruksi; 
f. pencabutan izin pelaksanaan pekerjaan 

konstruksi. 
Pasal 43 mengatur tentang sanksi akibat 

kegagalan pekerjaan konstruksi, sebagai berikut 
: 

1 Barang siapa yang melakukan perencanaan 
pekerjaan konstruksi yang tidak memenuhi 
ketentuan keteknikan dan mengakibatkan 
kegagalan pekerjaan konstruksi atau 
kegagalan bangunan dikenai pidana paling 
lama 5 (lima) tahun penjara atau dikenakan 
denda paling banyak 10% (sepuluh per 
seratus) dari nilai kontrak.   

2 Barang siapa yang melakukan pelaksanaan 
pekerjaan konstruksi yang bertentangan 
atau tidak sesuai dengan ketentuan 
keteknikan yang telah ditetapkan dan 
mengakibatkan kegagalan pekerjaan 
konstruksi atau kegagalan bangunan 
dikenakan pidana paling lama 5 (lima) 
tahun penjara atau dikenakan denda paling 
banyak 5% (lima per seratus) dari nilai 
kontrak.  

3 Barang siapa yang melakukan pengawasan 
pelaksanaan pekerjaan konstruksi dengan 
sengaja memberi kesempatan kepada 

orang lain yang melaksanakan pekerjaan 
konstruksi melakukan penyimpangan 
terhadap ketentuan keteknikan dan 
menyebabkan timbulnya kegagalan 
pekerjaan konstruksi atau kegagalan 
bangunan dikenai pidana paling lama 5 
(lima) tahun penjara atau dikenakan denda 
paling banyak 10% (sepuluh per seratus) 
dari nilai kontrak. 

 
PENUTUP 

Dari deskripsi dan pembahasan tentang 
tanggung Jawab Penyedia Jasa berdasarkan 
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang 
Jasa Konstruksi, maka penyedia jasa wajib 
menyusun dokumen penawaran berdasarkan 
prinsip keahlian bersifat mengikat bagi kedua 
pihak dan salah satu pihak tidak dapat 
mengubah dokumen tersebut secara sepihak 
sampai dengan penandatanganan kontrak kerja 
konstruksi. Tanggung jawab penyedia jasa yang 
timbul akibat dibuatnya kontrak jasa konstruksi 
yakni pemenuhan kewajiban, yang merupakan 
hak pengguna jasa untuk memperoleh hasil 
pekerjaan konstruksi sesuai dengan kontrak, 
dan Sanksi bagi Penyedia Jasa dapat berupa 
Sanksi Administratif dan Sanksi Pidana, dimana 
gugatan dapat dilakukan secara perseorangan 
ataupun keterwakilan kelompok atau Class 
Action. 
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